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Indonesia rentan terhadap berbagai 
ancaman bencana

Bencana Alam Bencana Non Alam
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Sumber: BNPB, 2025



Indonesia rentan terhadap Bencana Non
alam/ Bencana kesehatan

• Wilayah yang berisiko tinggi terhadap penyakit menular termasuk zoonosis, 
seperti SARS (2003), Avian Flu (2003), Zika (2016), dsb

• Biodiversitas dan interaksi yang tinggi antara manusia, hewan, dan lingkungan

KETAHANAN KESEHATAN



Ketahanan Kesehatan Indonesia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018

Diseminasi Menyusun Rencana
Implementasi IHR

Menyusun Komite Nasional IHR 
multisektoral untuk mempercepat
implementasi IHR di semua bidang

IHR diimplementasi
seluruhnya

JEE oleh Tim Eksternal

Penyusunan RAN KK

Proses Asesmen

Hasil: Kurangnya core capacities di beberapa area (Surveilans, 
Respon, Laboratorium dan Pengendalian Infeksi)

Rekomendasi WHO:
Memperkuat kapasitas lewat pendekatan multisektoral, dan 

menaruh perhatian pada point of entries
Asesmen Mandiri 2010 - 2011

Hasil: Surveilans dan PoE belum
memenuhi syarat

Perpanjangan untuk
implementasi core capacities 

hingga June 2014

Komite Nasional IHR menyusun strategi untuk
mencapai target core competencies

Sumber: Kemenkes RI, 2018. Indonesia experience in developing national action plan for health security. 5th GHSA Ministerial Meeting.



Bagaimana koordinasi ketahanan kesehatan dari
perspektif bencana?

Peraturan dan perundangan terkait bencana, wabah dan krisis kesehatan
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga berbeda dengan penggunaan istilah
dan skema koordinasi yang berbeda pula.

Sumber :
1. Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Menular Berpotensi Wabah
2. Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
5. Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah
6. Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1991tentang Penanggulangan wabah penyakit menular

KLB Wabah
Bencana Non-

alam

Krisis
Kesehatan

timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan/kematian yang 
bermakna secara epidemiologi, 
dapat menjurus pada wabah.
Penetapan status oleh Kadinkes
kab/prop, Menkes.(1) 
Koordinasi lewat pembentukan
Tim Gerak Cepat. (2)

berjangkitnya suatu penyakit
menular yang jumlah penderitanya
meningkat melebihi keadaan lazim
serta dapat menimbulkan
malapetaka. Penetapan status oleh 
Menkes. (1,3,5,6) Koordinasi lewat
Tim Gerak Cepat. (2)

peristiwa yang mengancam
kesehatan individu/masyarakat
akibat bencana “(termasuk bencana
non-alam)” dan/atau berpotensi
bencana. Penetapan status tidak
disebutkan dalam peraturan. 
Koordinasi lewat Pusat Krisis
Kesehatan. (4)

peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang 
disebabkan faktor nonalam, antara
lain gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi dan wabah
penyakit. Penetapan status oleh 
Presiden atau Gubernur.(3) 
Koordinasi lewat Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (sistem
komando).

status dapat berubah

???

• Apakah setiap wabah dianggap sebagai bencana non-alam? 
Jika “tidak”, bagaimana mekanisme penetapan suatu wabah
sebagai bencana non-alam? Hal ini berdampak pada
koordinasi penanggulangannya. 

• Bagaimana struktur koordinasi bila krisis kesehatan terjadi
karena bencana non-alam? 

???

Siapa
yang 
menjadi
Leader?



Proses perencanaan program di tingkat pusat dan daerah
melalui berbagai tahapan yang kompleks, merujuk pada 
RPJMN/D dan RPJPN/D --> mendukung Ketahanan
Kesehatan tingkat Pusat dan Daerah

Sumber :
•Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
•Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
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Konteks Fiskal Makro Indonesia
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Sumber-sumber penyeimbangan kembali pertumbuhan
ekonomi seiring dengan normalisasi ekonomi dari pengaruh
kondisi global



Indonesia mengalami kemajuan yang bermakna…



Kemenkes, 2024



GDP Indonesia



GDP Indonesia

Pertumbuhan



Kondisi APBN 2017 - 2025

Sumber: Kemenkeu, 2025

APBN
APBN-

P
Outlook LKPP APBN Outlook LKPP APBN Outlook LKPP APBN Outlook LKPP APBN Outlook LKPP APBN Outlook APBN Outlook APBN Outlook APBN

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pendapatan  Negara 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.2 1.7 1.6 1.7 1.7 2.0 1.8 2.4 2.4 2.6 2.7 2.8 3

Belanja Negara 2.0 2.1 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.4 2.3 2.3 2.5 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 3.1 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6

Surplus/ Defisit -0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -1.0 -0.9 -1.0 -0.9 -0.7 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2017-2025

Pendapatan  Negara Belanja Negara Surplus/ Defisit



Anggaran BNPB- APBN

Sumber: Kemenkeu, 2025
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Proses penganggaran
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Proses penganggaran nasional : Tantangan
untuk menjamin ketercukupan, ketepatan, 
keterpaduan dan kesinambungan

Sumber :
•Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
•Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

19

Jan-Apr Mei-Jul Agust-Okt Nov-Des

• Penyusunan arah kebijakan, 
asumsi, dan prioritas
pembangunan

• Penyusunan resource & 
envelope usulan kebijakan
APBN

• Penyusunan SEB Pagu
Indikatif

• Penyusunan Renja K/L

• Pembicaran pendahuluan
APBN dan penyusunan KEM, 
PPKF, dan RKP

• Penyusunan SE Pagu
Anggaran K/L (Pagu
Sementara)

• Penyusunan RKA K/L

• Penyusunan dan pembahasan
RAPBN, RUU APBN, Nota 
Keuangan dan Himpunan RKA 
KL

• Penetapan RAPBN
• Persetujuan RUU APBN
• Penyusunan SE Alokasi

Anggaran K/L (Pagu Definitif)
• Penyesuaian RKA K/L

• Penetapan SP RKA K/L
• Penyusunan dan penetapan

Keppres Rincian ABPP
• Penyusunan DIPA

• Presiden
• Bappenas
• DJA
• K/L

• DPR
• DJA
• K/L

• DPR
• Presiden
• DJA
• K/L

• Presiden
• DJA
• K/L
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Keterangan:

Jan - Mei

Proses perencanaan Proses penganggaran

• Musrenbang dimulai di tingkat
kecamatan hingga provinsi

• Penyusunan RKPD dan RENJA 
sebagai dokumen tahunan

RENJA & RKPD 

1. Bappeda
2. DPRD
3. SKPD
4. Kecamatan

Jun

• Penyusunan
kebijakan
umum
anggaran dan 
prioritas APBD 
(KUA & PPA)

Draf KUA & PPAS

1. Bappeda
2. BPKAD
3. Setda

Jul

• Pembahasan
KUA & PPAS & 
persetujuan
DPRD

• Penyusunan
surat edaran
untuk
penyusunan
RKA-SKPD

KUA & PPA

1. Bappeda
2. Setda
3. DPRD

Aug

• Penyusunan
RKA-SKPD 
berdasarkan
KUA & PPA

RKA-SKPD

1. SKPDs

Sept - Okt

• Penyusunan
anggaran R-
APBD 
berdasarkan
RKA-SKPD

R-APBD

1. Setda
2. BPKAD

Nov

• Pembahasan
R-APBD 
dengan DPRD 
untuk
persetujuan. 

• Saat disahkan, 
SiRUP keluar

R-APBD approved

1. Setda
2. TPAD
3. DPRD

Des

• Pengumpulan
APBD ke
Kemendagri
(untuk
provinsi) atau
Gubernur
(untuk
kecamatan). 
Kepala Daerah 
mengeluarkan
Perda APBD

Perda APBD

1. Kemendagri
2. Gubernur
3. Bupati

Mekanisme proses Luaran Pemangku kepentingan

Plafon
anggaran
sektoral

Informasi
alokasi
budget

Menjamin ketersediaan sumber daya untuk implementasi perencanaan



TIMELINE – Tepat Waktu

Januari
Pemerintah pusat
• Rakontek antara OPD dengan

kementerian terkait
• Formulasi RKP (untuk menjadi

acuan bagi pemerintah daerah
pada bulan Mei)

Pemerintah daerah:
• Rakontek dengan K/L terkait

Agustus –
Desember

Pemerintah daerah
• Formulasi RKA OPD
• Pembahasan budget 

dgn DPRD
• Persetujuan anggaran

(oleh DPRD dan
pemerintahan
ditingkat atas)

• Penetapan Perda

Februari – Mei
Pemerintah pusat
• Formulasi anggaran
• Finalisasi RKP 

sebagai acuan bagi
pemerintah daerah

Pemerintah daerah
• Musrenbang
• Finalisasi RKP

Juni –Juli
Pemerintah
pusat
• Persetujuan

anggaran

Pemerintah
daerah
• Persetujuan

KUA & PPAS 

• Perbedaan prioritas dan
target antara pemerintah
pusat dan pemerintah
daerah

• Kurangnya koordinasi antar
unit didalam K/L, OPD

• Kurangnya koordinasi multi 
sektor antar K/L, OPD

• Kurangnya sumber daya manusia untuk
menyusun perencanaan program ketahanan
kesehatan dan penganggarannya

• Kurangnya baiknya koordinasi baik didalam OPD 
maupun antar OPD

• Pemahaman DPRD yang kurang tentang
ketahanan kesehatan

• Penetapan DPA yang tidak tepat waktu
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Sumber dana

2



Pemetaan
Sumber, jenis
dan 
penggunanan
dana bencana

23

Jenis Dana Lembaga Terkait Penggunaan

Dana penanggulangan
bencana1,2

a. National : APBN (BNPB, kementerian dan Lembaga
terkait)

b. Sub-national : APBD (BPBD, Organisasi Perangkat Daerah 
terkait)

• Pra-bencana
• Tanggap darurat
• Pasca bencana (rehabilitasi dan

rekonstruksi)

Dana kontijensi
bencana1,2

a. National : APBN (BNPB, kementerian dan Lembaga
terkait)

b. Sub-national : APBD (BPBD, Organisasi Perangkat Daerah 
terkait)

• Pra bencana – situasi terdapat potensi
bencana – kegiatan kesiapsiagaan

Dana siap pakai1,2,3 a. BNPB
b. BPBD

• Tanggap darurat (pengadaan barang
dan jasa)

Dana bantuan social 
berpola hibah1,2,4,

a.    BNPB • Pasca bencana

Dana masyarakat1,2,5,6

a. BNPB
b. BPBD

• Prabencana, tanggap darurat dan
pasca

bencana

Dana lembaga
international dan
lembaga asing non-
pemerintah1,2,7

a. Pra-bencana dan Pasca bencana :
BNPB,  Kementerian dan Lembaga terkait

b.    Tanggap darurat :
BNPB

• Pra-bencana
• Tanggap darurat
• Pasca bencana

• Memastikan

besaran dana

• Kawal dana 

• Realisasi



Dana untuk Bencana

Pendanaan yang terkait dengan
penanggulangan bencana di Indonesia :

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
2. Dana Kontijensi
3. Dana On-call
4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
5. Dana yang bersumber dari

masyarakat
6. Dana dukungan komunitas

internasional
7. Filantropi



Disaster Pooling Fund atau Pooling 
Fund Bencana (PFB)

→ Instrumen pendanaan bencana di Indonesia 
yang mengumpulkan dana dari berbagai
sumber (pemerintah pusat, daerah, swasta, 
dll.) untuk dikelola secara berkelanjutan

→ Dana ini berfungsi sebagai dana pengumpul, 
pengembang, dan penyalur untuk
pembiayaan kegiatan prabencana, tanggap
darurat, dan pascabencana, termasuk
pembayaran premi asuransi aset negara dan 
daerah untuk memindahkan risiko bencana
ke pihak ketiga

→ PFB juga memiliki kemampuan untuk
mentransfer risiko bencana ke pasar 
keuangan melalui pengasuransian aset
negara (BMN) dan aset daerah (BMD).

→ PFB dikelola oleh sebuah unit pengelola
dana di bawah Kementerian Keuangan, 
yaitu BPDLH (Badan Pengelola Dana 
Lingkungan Hidup).

→ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 
tentang Dana Bersama Penanggulangan
Bencana pada 13 Agustus 2021.

Dana PFB dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan

https://bpdlh.kemenkeu.go.id/project/b7dd9146-f59e-4696-8bb3-6c6dd60eb408
https://bpdlh.kemenkeu.go.id/project/b7dd9146-f59e-4696-8bb3-6c6dd60eb408


Dana Penanggulangan Bencana adalah
dana yang digunakan bagi
penanggulangan bencana untuk tahap
prabencana, darurat bencana, 
dan/atau pascabencana.

Dana Bersama Penanggulangan
Bencana yang selanjutnya disebut Dana 
Bersama adalah dana yang berasal dari
berbagai sumber dan digunakan untuk
mendukung dan melengkapi Dana 
Penanggulangan Bencana yang memadai
dan berkelanjutan.



Dana Desa

Dana Desa Untuk

Mitigasi dan 

Penanganan

Bencana Alam 

dan Non Alam



Dana Filantropi

ide, kegiatan, atau aksi yang 
dilakukan atas dasar
kemanusiaan dan melibatkan
pengorbanan-pengorbanan, 
baik pengorbanan waktu, 
biaya, pengalaman, 
keterampilan, jaringan, 
untuk membuat dunia 
menjadi lebih baik (LAAF, 
2014).

Sumber: Trisnantoro, 2023

• Menaikkan Premi 
PBPU dan 
memperbesar

• Menambah Out-of-
Pocket, termasuk
cost-sharing 

• Mekanisme Public-
Private-Partnership 
untuk infrastruktur

Potensi Pemanfaatan Sumber Dana

Donasi:

• Oleh perorangan

• Oleh Badan Usaha

• Oleh Lembaga

• …dll

• Masyarakat/Badan 

Usaha mampu

• Organisasi keagamaan

• Organisasi

kemasyarakatan

(berbasis keluaraga, 

kedaerahan, dll)

• ……dll



Permensos No. 8/2021
Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 3

1. Penyelenggaraan PUB dilaksanakan masyarakat oleh Ormas yang 
berbadan hukum.

2. Ormas yang dimaksud: perkumpulan atau yayasan.

3. Penyelenggaraan PUB harus mendapatkan izin dari Menteri, 
gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan.

29



Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin:

1. Zakat

2. Pengumpulan dalam tempat peribadatan

3. Keadaan darurat di lingkungan terbatas

4. Gotong-royong di lingkungan terbatas (sekolah, kantor, RW atau
tetangga, kelurahan atau desa)

5. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan

30

Pengumpulan Uang dan Barang



Berbagai Bentuk Badan Usaha

• Vennotschaap (korporasi, koperasi, CV, firma)
• Vereniging (perhimpunan, paguyuban, serikat)
• Stichting (yayasan):

1. Nirlaba

2. Tidak memiliki anggota

3. Deviden kembali ke yayasan

31

Pengumpulan Uang dan Barang

Sumber: Visnu, 2023



Lembaga Filantropi Indonesia

Beberapa contoh lembaga
filantropi di Indonesia, antara lain:

• Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) yang mengelola zakat, 
infak, dan shadaqah

• LazisMu (Lembaga Amil Zakat, 
Infak, dan Sedekah
Muhammadiyah)

• Perhimpunan Filantropi
Indonesia (PFI) yang merupakan
lembaga nirlaba dan independen

Selain lembaga filantropi, ada juga 
beberapa organisasi masyarakat dan 
sosial yang bergerak di bidang filantropi, 
seperti:

• Yayasan Tanoto
• Yayasan Tifa
• HarapanMembantu
• Wahana Visi Indonesia
• Yayasan Plan Internasional Indonesia
• Dompet Dhuafa
• Yayasan Pertamina
• Selamatkan Anak-Anak Indonesia



Mekanisme
pembiayaan

3



Pemetaan Aliran dana
Agen Penyedia Fungsi

• Kementerian dan lembaga terkait
- Kemenko PMK
- Kemenko Polhukam
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kelautan dan perikanan
- Kementerian LH dan Kehutanan
- BATAN
- BAPETEN
- dst

Sub-national agency

• BPBD

• Organisasi perangkat daerah (OPD) 
terkait

- Dinas Kesehatan
- Dinas Pertanian
- Dinas Perikanan
- dst

• Dana penanggulangan
bencana

• Dana kontijensi

Domestik

• Dana siap pakai
• Dana sektor swasta
• Dana masyarakat
• Dana bantuan sosial

berpola hibah

Sumber dana

National agency

• BNPB

External

• Donor

• Institusi/fasilitas kesehatan
masyarakat dan kesehatan hewan
milik pemerintah :
- Berbasis masyarakat
- Berbasis outreach
- Berbasis klinik/individu

• Institusi/fasilitas kesehatan
masyarakat dan kesehatan hewan
milik swasta:
- Berbasis masyarakat
- Berbasis outreach
- Berbasis klinik/individu

• Institusi/fasilitas kesehatan
masyarakat dan kesehatan hewan
milik LSM, :
- Berbasis masyarakat
- Berbasis outreach
- Berbasis klinik/individu

PENCEGAHAN

RESPON

DETEKSI

PEMULIHAN
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Proses Aliran Dana Siap Pakai
1. Pengajuan permintaan Dana Siap Pakai oleh
pemerintah daerah kepada Kepala BNPB.

2. Penetapan besarnya pemberian Dana 
Bantuan Siap Pakai dilakukan oleh Kepala

BNPB selaku Pengguna Anggaran. Besarnya
bantuan ditetapkan berdasarkan usulan dari
daerah/instansi/lembaga terkait, laporan Tim 
Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi atau
inisiatif dari BNPB. 

3. Penyaluran bantuan Dana Siap
Pakai dari BNPB diserahkan secara

langsung kepada provinsi/kabupaten/kota
yang terkena bencana dapat dalam bentuk
uang, barang dan jasa.

4. Penanggung jawab pengelolaan bantuan Dana Siap
Pakai adalah Kepala BPBD tingkat Provinsi dan atau Kepala
BPBD tingkat Kabupaten/Kota. Instansi/lembaga
pemerintah terkait dalam mengelola bantuan Dana Siap
Pakai dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat
yang ditunjuk. 

5. Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai dilakukan dengan
menyerahkan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan
yang berlaku. 
Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap
darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ 
pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan
kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. 

Sumber :  Peraturan Kepala BNPB nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman penggunaan dana siap pakai



Dana Siap Pakai -
Pusat

Penggunaan APBN -
BNPB
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Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah 

Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011
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a) BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan 

SKPD terkait untuk menentukan paket prioritas penggunaan 

alokasi dana yang telah ditetapkan oleh BNPB. 

b) BP BNPB melakukan transfer kepada BPP di daerah sebesar 

maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari nilai bantuan yang 

ditetapkan dalam Surat Keputusan Alokasi.  

c) BP BNPB melakukan transfer dana Tahap II kepada BPP di daerah 

sebesar sisa dana alokasi, dilaksanakan setelah sisa pembayaran 

Tahap I maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus).  

d) Pembayaran seperti ketentuan huruf b) dan c) di atas, dilaksanakan 

setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan yang 

diajukan oleh PPK Daerah oleh PPK Pusat.  

Uraian tugas organisasi pelaksana dapat dilihat dalam lampiran 1a struktur 

organisasi BLM dan lampiran 1b struktur organisasi non BLM.  

 

B. Tatacara Pencairan 

1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Mekanisme pencairan BLM dengan sumber dana APBN dilaksanakan sesuai 

Peraturan Dirjen Perbendaharan Nomor Per-63/Pb/2011 Tanggal 29 

September 2011 (PERDIRJEN PBN), yang secara garis besar sebagaimana 

dijelaskan pada gambar 1 berikut:  

Gambar 1 

Bagan Alur Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat  

 

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-63/Pb/2011 Tanggal 29 September 

2011 Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

Tahun Anggaran 2011. 

Mekanisme pencairan BLM adalah sebagai berikut : 

a) PJOK sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan 

di masyarakat sudah dapat mengajukan kelengkapan dokumen pencairan 

dana sesuai proposal POKMAS yang telah diverifikasi oleh Tim 

Fasilitator. Usulan PJOK kepada PPK daerah dilampiri dengan : 

 

dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

4) Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Panitia Pemeriksaan dan 

Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Perpres 54/2010, yang melakukan 

proses serah terima pekerjaan perencanaan teknis, pekerjaan 

konstruksi, dan supervisi. Dalam hal belum memungkinkan, 

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menunjuk Panitia Penerima 

Barang/Jasa Pemerintah, serta Panitia PHO (Provisional Hand Over) 

dan Panitia FHO (Final Hand Over) untuk pekerjaan konstruksi.  

 

b. Persyaratan Teknis  

1) BPP membuka rekening giro pada Bank pemerintah yang telah 

menjadi Bank persepsi KPPN setempat dan telah disetujui oleh 

Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 

Bendahara Umum Negara, atau Kepala Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku Kuasa Bendahara 

Umum Negara, atas nama BPP/Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana BPBD setempat.  

2) Kepala Pelaksana BPBD menetapkan pejabat/pegawai di lingkungan 

BPBD sebagai Petugas Verifikator SPP-RR yang diserahi tugas 

melakukan penelitian dan pengujian terhadap SPP-RR yang diajukan 

oleh PPK.   

3) Persyaratan teknis pengajuan BLM adalah sebagai berikut :  

a) PPK Daerah melampirkan surat keputusan penetapan POKMAS 

dari Bupati/Walikota, daftar Nominatif penerima BLM yang 

mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-

masing kelompok.  

b) Penetapan POKMAS seperti pada huruf a) di atas dilaksanakan 

melalui proses kegiatan pengorganisasian warga bersama 

Lurah/Kepala Desa. Kegiatan pengorganisasian tersebut 

dilaksanakan melalui: 

i. Rapat warga untuk membangun kesepakatan jumlah 

maksimum keanggotaan 10-20 KK per kelompok. 

ii. Menyusun data dan kebutuhan administratif termasuk di 

dalamnya membuat daftar kegiatan, kebutuhan dana serta 

pembuatan nomor rekening. 

iii. Menetapkan ketua dan sekretaris masing-masing kelompok. 

iv. Seluruh proses pengorganisasian disusun dalam berita acara 

yang diketahui oleh Camat yang ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Kepala Daerah melalui PPK Daerah. 

c) POKMAS menyertakan surat pernyataan terhadap data yang sudah 

diverifikasi/validasi dan diketahui oleh PJOK. 

4) Persyaratan teknis pengajuan Non BLM adalah sebagai beri kut: 

37
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c. KPPN Jakarta I akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana  (SP2D) 

yang ditujukan kepada Rekening BP BNPB. 

d. Mekanisme pencairan dana ke daerah tahap I. 

PPK Daerah mengajukan surat permintaan untuk dana Non-BLM Tahap I 

kepada PPK Pusat (Formulir 14) dengan dilampiri : 

1) Berita acara pembayaran Non BLM (Formulir 12). 

2) Rencana penggunaaan dana Tahap I (Formulir 15) 

3) Kuitansi dari PPK Daerah disetujui oleh PPK Pusat (Formulir 13). 

4) Fotokopi Rekening Koran BPP.  

Pembayaran seperti ketentuan huruf d di atas, dilaksanakan setelah 

dilakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan yang diajukan oleh 

PPK Daerah ke PPK Pusat. 

e. Mekanisme pencairan dana ke daerah tahap II 

PPK Daerah mengajukan Permintaan Pembayaran dana Non BLM Tahap 

II kepada PPK Pusat (Formulir 16) dengan dilampiri: 

1) Daftar rincian penggunaan Tahap I yang memuat belanja kontraktual 

dan swakelola (Formulir 17). 

2) Resume kontrak setiap rekanan/pihak ketiga (Formulir 18). 

3) Daftar nominatif  rekanan/pihak ketiga (Formulir 19). 

4) Berita acara pembayaran Non BLM (Formulir 20). 

5) Kuitansi dari BPP yang ditandatangani oleh PPK Daerah (Formulir 

13). 

6) Kemajuan fisik dan keuangan (Formulir 21) 

7) Laporan pertanggungjawaban keuangan (Formulir 22 dan Formulir 

23). 

8) Sisa dana tahap I dengan dilampiri rekening Koran BPP. 

Pembayaran seperti ketentuan di atas, dilaksanakan setelah dilakukan 

verifikasi terhadap dokumen permintaan yang diajukan oleh PPK Daerah 

oleh PPK Pusat. 

f. Tahap penyaluran dana dari BP BNPB kepada BPP didaerah adalah 

sebagai berikut : 

Tahap Penyaluran Pra Syarat 

Tahap I : maksimum 50% Kemajuan fisik 0%  

Tahap II : sisa alokasi 90% dana tahap I telah digunakan, 

kemajuan fisik 40%  

 

 

 

Gambar 2 

Mekanisme pencairan dana Non BLM 

 

 

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-63/Pb/2011 Tanggal 29 September 

2011 Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 

Tahun Anggaran 2011. 

 

Pencairan dana Non BLM diuraikan sebagai berikut : 

a. PPK Pusat mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Penanda Tangan SPM 

untuk pembayaran Non-BLM dengan dilampiri: 

1) Surat keputusan penetapan alokasi yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. 

2) MoU antara BNPB dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  

3) Daftar nominatif BPP yang memuat jumlah dana dan nomor   rekening 

Bank masing-masing BPP Daerah (Formulir 11). 

4) Berita acara pembayaran Non BLM (Formulir 12). 

5) Kuitansi dari PPK Daerah disetujui oleh PPK Pusat (Formulir 13). 

6) Fotokopi Rekening Koran BPP. 

7) Surat Pernyataan  Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Formulir 10). 

b. Penyampaian SPM-LS kepada KPPN Jakarta I dengan dilampiri:  

1) Surat keputusan penetapan alokasi yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. 

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Formulir 10). 

3) Daftar nominatif BPP yang memuat jumlah dana dan nomor rekening 

Bank masing-masing BPP Daerah (Formulir 11). 

4) Arsip data komputer (ADK) SPM-LS. 

Bagan alur pencairan non-bantuan langsung

masyarakat



Dana Bencana
Kementerian



Skema Pooling Fund Bencana

Sumber: Kemenkeu, 2024



Dana Siap Pakai
• Perlu 

pengawasan -> 
siapa yang 
mengawasi→
cukup dari 
Pemerintah atau 
dibutuhkan 
pengawas lain

• Titik rawan 
korupsi dan 
penyelewengan*



• Perlu pengawasan 
pemerintah dan non 
pemerintah

• Titik rawan korupsi 
• Keterlibatan sektor 

swasta



Kasus

4



Ketersediaan anggaran bencana



Alur Koordinasi
KLB/Wabah di 
Tingkat Daerah 
(Sumber: 
Kementerian 
Koordinator PMK, 
2018)



Pembiayaan Ketahanan Kesehatan berdasar 
4 Fungsi di tingkat Provinsi

Menunjukkan alokasi dana 
tersedia di Pencegahan, 
Deteksi dan Respon

Diharapkan Pemda 
mengalokasi dana 
untuk Deteksi, 
Bahaya lain dan PoE

Menunjukkan bahwa 
Pemda telah berupaya 
untuk mengalokasikan 
dana di semua kelompok

Sumber: Dokumen DPA DPPA SKPD DIY, 2019

619,543,675 

113,013,731 

831,245,245 

411,782,000 

2,709,807,604 

65,379,480 

646,565,408 

678,308,535 

190,289,175 

87,442,875 

2,069,314,396 

2,146,870,077 

 -  1,000,000,000  2,000,000,000  3,000,000,000

DETECT

OTHER HAZARDS AND POINTS OF ENTRY

PREVENT

RESPOND

Allocation of Funds for 4 Functions in Health 
Security

2018 2017 2016PKMK, 2019



Alokasi Dana di Setiap SKPD 

Alokasi dana Ketahanan 
Kesehatan terbesar ada di Dinas 
Kesehatan

Pemberian peran dan komitmen 
SKPD lain dalam upaya ketahanan 
kesehatan perlu terus dijaga 
dengan tetap memberikan alokasi 
anggaran sesuai dengan tupoksi.

Sumber: Dokumen DPA SKPD DIY, 2019

1,713 

3,035 

-

-

1,046 

998 

1,026 

11,103 

57 

690 

74 

660 

1,395 

4,509 

27 

996 

200 

349 

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000

DLHK

DINKES

DISHUB

DISKOMINFO

DISTAN

DKP

Besaran Alokasi Dana Ketahanan Kesehatan di SKPD DI 
Yogyakarta

(juta Rupiah)

2018 2017 2016

PKMK, 2019



Kondisi di daerah

Sumber: Dokumen DPA SKPD Dinas Pemda, 2016-2018; PKMK 2019



Kondisi
Ketersediaan
Dana Ketahanan
Kesehatan di 
Kabupaten/ Kota

Rp1,536,054,737 

Rp40,044,215 

Rp52,073,433 

Rp7,055,740 

Rp1,074,968,945 

Rp138,319,410 

Rp111,072,080 

Rp1,457,100,573 

Rp9,243,275 

Rp998,416,995 

Rp421,164,505 

Rp189,440,205 

Rp82,233,360 

Rp9,043,260 

 Rp-  Rp400,000,000  Rp800,000,000  Rp1,200,000,000  Rp1,600,000,000

District Health Office

Agriculture and Food Office

Environment Office

Regional Disaster Management Agency

Social Services Office

Health Security Fund Allocation According to Local Government Organization in 
Kulon Progo District

2018 2017 2016



DANA SIAP PAKAI / DANA DARURAT
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Refocusing dan Realokasi APBN

Pendapatan 

Negara 

Tumbuh

-10%
• Penerimaan Perpajakan tumbuh -5,4% akibat pelemahan 

ekonomi dan dukungan insentif perpajakan

• Penerimaan PNBP tumbuh -26,9% akibat jatuhnya harga 

komoditas dan insentif penurunan harga gas industri

Belanja 

Negara
255,1 T 

melalui 

realokasi 

belanja dan 

tambahan 

belanja Covid-

19

• Penghematan belanja K/L 95,7 T, a.l.:

➢ Pemotongan belanja barang 52 T (a.l. Perjadin, paket 

meeting)

➢ Pemotongan belanja modal 42,6 T

• Penurunan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

94,22 T

• Penguatan belanja penanganan Covid-19 (kesehatan, 

bansos) 

Defisit 5,07% Pembiayaan anggaran untuk pemulihan ekonomi

DBH turun 27,8 T Mengikuti penurunan penerimaan 
negara

DAU turun 42,7 T Penghematan 10%

DAK Fisik turun 18 T Pemotongan 25%

DAK NF turun 1,5 T Penghematan alamiah

Otsus dan DIY turun 1,9 
T

Penyesuaian dengan pagu DAU

Dana Desa turun 0,8 T Penghematan alamiah

Sumber : Kemenkeu, 2020

APBN difokuskan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi
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Total belanja APBD di 477 daerah yang 
direalokasi dan refocusing sebesar Rp71,72 T 

dan digunakan untuk:

Sumber : Kemenkeu, 2020

Rp30,62 T

Kesehatan
(COVID-19)

Rp22,56 T

Jaring 
Pengaman 

Sosial

Rp18,54 T

Penanganan 
Dampak 
Ekonomi

Deskripsi Sebelum Sesudah % Penyesuaian

Pendapatan 1,250.29 1,051.15 -15.93%

- PAD 331.39 235.71 -28.87%

- TKDD 782.40 695.84 -11.06%

- Lainnya 136.50 119.60 -12.38%

Belanja 1,298.26 1,070.27 -17.56%

- Belanja Pegawai 426.77 403.56 -5.44%

- Belanja

Barang/Jasa 318.41 207.54 -34.82%

- Belanja Modal 235.66 124.18 -47.31%

- Belanja Lainnya 317.42 335.00 5.54%

• Secara nasional, pendapatan daerah turun 15,94%, termasuk
penurunan PAD yg cukup dalam 28,87%, khususnya di Jawa-Bali
dengan tingkat pandemi tinggi.

• Pada sisi belanja, terdapat penurunan 17,56%. Penurunan
tertinggi pada belanja barang/jasa dan modal, mencapai 34,82%
dan 47,31% untuk direalokasi bagi penanganan COVID-19

Penyesuaian APBD

Kemenkeu bersama Kemendagri mengeluarkan SKB untuk mewajibkan seluruh Pemda melakukan penghematan belanja
barang/jasa, belanja modal, serta normalisasi belanja pegawai dan merealokasi hasilnya untuk penanganan dampak COVID-19

(Rp Miliar)

PKMK, 2020



pendanaan bencana di daerah
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MEKANISME USULAN PENANGANAN BENCANA MELALUI DANA SIAP 
PAKAI (DSP) BNPB di daerah
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• data BPS tahun 2021, dari
75.584 desa di Indonesia, 
tercatat sebanyak 13.261 
(17,54%) desa terdampak
banjir, 7.827 (10,35%) 
terdampak gempa bumi, 
dan 5.865 (7,76%) desa
terdampak tanah longsor

Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, yang memberi
ruang pada penggunaan dana 
desa untuk penanggulangan
bencana

Provinsi NTB sudah
mengeluarkan Pergub Nomor
83 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Pembangunan 
Desa Berbasis Peningkatan
Risiko Bencana (PRB)
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Mekanisme
Pelaporan dan 
Pengajuan
Bantuan
Keuangan Pasca
Bencana
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Dana stimulant 
untuk bencana



Hasil Refocusing dalam rangka
Penanggulangan Covid – 19 di RS

• Belanja barang untuk penanganan

Covid-19 Rp. 990 juta

• Belanja obat dan APD Rp. 3,7

milyar

• Belanja alat kesehatan Rp. 2

milyar

• Belanja pembangunan sarana dan

fasilitas Kesehatan Rp. 500 juta
Hasil Refocusing dalam
rangka Penanggulangan
Covid – 19 di RS total 7 
milyar

Hasil pengalihan anggaran
belanja barang di RS TA 
2020



Bantuan Donasi Kemanusiaan/ Charity
(Berdasarkan Institusi)

Jenis Donasi Jumlah

Dana Rp 314.428.246.865,00

Masker 8.262.800 unit

Hand Schoen 1.060.300 kotak

Hazmat Suit 108.780 unit

Pelindung Mata 4.480 unit

Test Kit 30.000 kotak



Bantuan Donasi 
Kemanusiaan/ Charity
(Berdasarkan Institusi)
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Pembelajaran dari Bencana
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• Pemahaman Bencana Alam dan Bencana Non Alam terbatas – BNPB-
BPBD –leader pada saat bencana -> Kemenkeu, PUPR, Kemenkes, 
Kemensos dll

• Dana siap pakai—dana darurat—dana tidak terduga – tidak cukup
tersedia dan siap digunakan meskipun sudah dianggarkan

• Alokasi dana untuk bencana dan krisis kesehatan masih tergantung
keinginan daerah, belum disesuaikan dengan analisis risiko bencana dan 
krisis kesehatan daerah setempat. 

• Pengalaman kejadian bencana dan krisis kesehatan belum menjadi dasar
pengadaan dan penentuan alokasi dana untuk bencana dan krisis
kesehatan di daerah.



Terimakasih

www.manajemen-pembiayaankesehatan.net

http://www.manajemen-pembiayaankesehatan.net/
http://www.manajemen-pembiayaankesehatan.net/
http://www.manajemen-pembiayaankesehatan.net/
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